BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

dalam pelaksanaan
2020, maka perlu ditunjuk peja
nama Bupati Lebong untuk menan

Penghentian Pembayaran

SA ATAS NAMA BUPATI

RANGAN PENGHEN TIAN
PATEN LEBONG

bat yang diberi kuasa atas

da-tangani Surat Keterangan

(SKPP) sebagai pelaksanaan APBD

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbang
huruf a di atas, perlu ditetapkan

| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo
| Provinsi Bengkulu (Lem

an sebagaimana dimaksud pada
dengan Keputusan Bupati.

r 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

baran Negara Republik Indonesia Tahun

Negara Republik

1967 Nomor 19, Tambahan [Lembaran

Indonesia Nomor 2828);

;‘ .—D 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
oy Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
| Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),

I 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
l Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

i 4, Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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g Perimbangan
an Pemerintahan Daerah

Tahun 2004 Nomor 120,
Nomor 44338);

5. Undang-Undang Nomor 33
Keuangan Antara Pemerintah Pusat d

pd
(Lembaran Negara Republik Indonesia

/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2011 tentang Pembentukan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
(Lembaran Negara Republik '

Peraturan Perundang-Undangan
or 82, Tambahan Lembaran Negara !

Indonesia Tahun 2011 Nom

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
or 12 Tahun 2011

Perubahan Atas Undang-Undang Nom
Perundang—Undangam

Pembentukan Peraturan
.. Tahun 2020 Nomor 183,

an Negara Republik 1
esia Nomor 6398);

(Lembar

(Lembaran Negara
Nomor 244, Tambahan Lem

Nomor 5587), sebagaimana tel
n Undang-Undang Nomor

\ denga
) Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg

: X
indonesia Tahun 2015 Nomor 953, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 5679);

+ 23 Tahun 20 14
ara Republik

baran Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor
Berlakunya Undang-Undang Nomor
si Bengkulu (Lembaran

Pelaksanaan Pemerintahan di Provin
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 2854);

55 Tahun 2000
gan Provinsi sebagal

lik Indonesia Tahun
Negara Republik

Pemerintah Nomor

Kewenangan Pemerintah dan Kewenan
Daerah Otonom (Lembaran Negara Repub
2000 Nomor 954, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan

or 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nom

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagmn Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daeral';

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737),

13, :le{raturan. Pemeri.ntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
A ;llnta351 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5169);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

14 Peraturan Pemerintah  Nomor

15. Peraturan Menteri Dalam Neger

n0. Peraturan Bupati Lebong Nomo

13, : "Mer 0\ '
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);
12 Tahun 2019 tentang

(Lembaran Negara Republik

Pengelolaan Keuangan Dacrah
Tambahan Lembaran Negard

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Republik Indonesia Nomor 6322),

Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan L \aimana telah
diubah beberapa kall (erakhir dengan Peraturall Menteri Dalam
Negert Nomor 71 Tahun 201

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan ~Kcuangabh Daerah (Berita Negard
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

hun 2015 tentang

alam Negerlt Nomor 80 Ta |
Negara Republik

Hukum Dacrah (Berita
Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri D
Pembentukan Produk
Indonesia Tahun 2015

{7. Peraturan Daerah K
tentang Pembentukan dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun

qusunan Perangkat
2016 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2019 Nomor 95);

19 Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
qusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkal Daerah

Kabupaten Lebong;

+ 56 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
vANG DIBERI KUASA ATAS NAMA BUPATI UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP) SEBAGAI  PELAKSANAAN  APBD

KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.

Menunjuk Pejabat yang nama, jabatan, dan speciment tanda
tanganpya_sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai pejabat yang diberi kuasa atas nama Bupati Lebon untuli
menanglatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayarar% (SKPP
sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggararl

2020.

Ap?{bll; pejabat yang ditunjuk dengan keputusan ini berhalangan
gian 3 ejabat Penge!ola Keuangan Daerah dapat menunjuk Pegba';
engan memberi Surat Kuasa dan/ atau Surat Perintah Tuéas



KETIGA

KEEMPAT

S .

diebgeaéa biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Ini

Bad ankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
an Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

tanggal 2 Januari 2020
ketentuan apabila
keputusan 1ni akan

Keputgsan Bupati ini mulai berlaku pada
E?mpal dengan 31 Desember 2020 dengan
ikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada.:
1 Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman.
4. Yang Bersangkutan.

. ———
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